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ABSTRAK

Globalisasi menyebabkan hampir semua lini kehidupan menjadi saling
berhubungan. Orde Baru membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut
melakukan hubungan dengan pihak luar, sebab dalam struktur pemerintahan di
Indonesia, pemerintah daerah dinilai paling dekat dengan rakyat. Dengan
demikian, berbagai isu kemanusiaan yang secara nyata mengancam keselamatan
masyarakat tidak harus seluruhnya diselesaikan Pusat. Oleh sebab itu, diperlukan
strategi diplomasi yang mampu mewadahi, mengolah, dan memenuhi kepentingan
dan kebutuhan masyarakat daerah. Sebagai akademisi Hubungan Internasional di
Universitas Diponegoro, universitas negeri terbesar di Jawa Tengah, peneliti
mengamati belum ada kerangka kerja sama Pemerintah Kota Semarang yang
dirancang khusus berdasarkan hasil riset studi Hubungan Internasional. Sementara,
diplomasi merupakan core hubungan internasional. Berangkat dari keadaan
tersebut, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Kerja
sama seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang?; (2)
Bagaimana memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi?; (3)
Bagaimana model diplomasi yang mampu memperkuat lokalitas Kota Semarang?;
serta (4) Seberapa jauh model diplomasi untuk memperkuat lokalitas Kota
Semarang tersebut mampu mengatasi permasalahan Kota Semarang?

Penelitian ini akan dirancang dengan menggunakan rancangan penelitian
dan pengembangan, atau R & D, yang terdiri atas 3 (tiga) tahap: Tahun pertama
adalah tahap analisis kebutuhan. Tahun ke-dua adalah usulan pengembangan
model diplomasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tahap tiga adalah uji
efektivitas model yang dikembangkan.

Penelitian tahap pertama ini diharapkan menghasilkan: (1) Gambaran
tentang kebutuhan untuk memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi;
(2) Gambaran diplomasi yang efektif dan fisibel dalam memperkuat lokalitas Kota
Semarang; dan (3) Model diplomasi yang efektif dan fisibel dalam memperkuat
lokalitas Kota Semarang; serta (4) Artikel hasil penelitian untuk publikasi
nasional dan/atau internasional.

Kata kunci: globalisasi, lokalitas, diplomasi, paradiplomasi



BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi mempengaruhi  pergeseran fokus dalam  hubungan
internasional. Dinamika internasional pasca berakhirnya Perang Dingin telah
mengubah sistem internasional, antara lain dalam hal isu dan aktor hubungan
internasional. Jika sebelumnya Negara fokus pada isu-isu high politics,
berakhirnya Perang Dingin mengharuskan Negara untuk mulai memperhatikan
isu-isu yang bersifat low politics atau non-tradisional, yang secara nyata
mengancam keselamatan masyarakat, seperti HIV/AIDS, kejahatan lintas negara,
konflik etnis, ataupun pemanasan global.

Berkembangnya isu-isu global tersebut di atas mendorong terjadinya
pergeseran aktor dalam sistem hubungan internasional, yang sebelumnya hanya
didominasi oleh Negara, karena peran Negara saja tidak cukup dalam mengatasi
isu-isu yang ada. Kemunculan aktor-aktor baru seperti non-governmental
organizations (NGOs) dan multinational corporations (MNCs) menggeser
pengaruh Negara dalam tatanan global, dimana Negara menjadi kurang dominan.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (RENSTRA)
Kementerian Luar Negeri merespon positif keterlibatan aktor-aktor lain di luar
Negara untuk ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
Diplomasi tidak hanya dalam ranah hubungan government to government saja,
tetapi juga antara govemment to non-government, non-government to non-
government, dan akhirnya kontak yang terbaru adalah antara government to
people dan people to people. Globalisasi menyebabkan misi dan aktor diplomasi
publik mengalami perluasan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Semarang adalah ibukota Propinsi Jawa
Tengah, dan merupakan satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah yang dapat

digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang



dijadikan sebagai parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah
(ciptakarya.pu.go.id, 2016). Namun, pada kenyataannya, layaknya kota-kota besar
lain di Indonesia, Kota Semarang juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan
seperti banjir, penurunan kualitas air tanah, timbulan sampah, tercemarnya air
sungai oleh limbah industri, serta buruknya kondisi jalan yang menghubungkan
jalur utama.

Di era globalisasi saat ini, pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama
dengan berbagai aktor untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di
wilayahnya, termasuk dengan aktor luar negeri. Karena, di masa sekarang ini,
tidak ada negara yang dapat hidup sendiri. Hubungan internasional membantu
negara mencapai tujuan negara, dan menciptakan perdamaian positif. Tetapi, di
sisi lain, hubungan internasional yang semakin marak juga dapat mengancam
lokalitas.

Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha sadar dan berbasis riset untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Program Studi Hubungan
Internasional merupakan salah satu program studi baru di lingkungan Universitas
Diponegoro, yang memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan aktif dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan di level lokal. Selama ini, konsep-konsep
yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional dianggap sulit untuk
membumi dengan kondisi di akar rumput. Penelitian ini diharapkan dapat
menghasilkan model diplomasi yang mampu menjaga lokalitas Semarang, serta
menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan
bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah

Kota Semarang.

1.2 Tujuan Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi diplomasi
yang kompatibel dengan konsep lokalitas, sehingga dapat memperkuat lokalitas di
era globalisasi. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
1. Untuk memperoleh gambaran terkait tantangan globalisasi terhadap

lokalitas Kota Semarang;



2. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan memperkuat lokalitas
Kota Semarang di era globalisasi;
3. Untuk mengidentifikasi model diplomasi yang efektif dan fisibel dalam

memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi.

1.3 Urgensi Penelitian

Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadikan penelitian ini urgen
untuk segera dilakukan. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara dengan
jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai permasalahan secara nyata
mengancam keselamatan masyarakat, seperti permasalahan kesehatan, pendidikan,
pemanasan global, dan lain sebagainya. Kedua, Negara bukan lagi satu-satunya
aktor yang bertanggungjawab mengatasi berbagai isu yang mengancam
keselamatan masyarakat. Dengan adanya globalisasi, muncul aktor-aktor baru
selain Negara dalam hubungan internasional. Terakhir, menanggapi munculnya
berbagai pergeseran akibat globalisasi, penting untuk mengidentifikasi diplomasi
yang kompatibel dengan konsep lokalitas, sehingga dapat semakin memperkuat
lokalitas di era globalisasi, dan bukan sebaliknya.

Keunikan penelitian ini terletak pada lokalitas dalam globalisasi. Sebagai
salah satu program studi di universitas negeri paling besar di Jawa Tengah, peran
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dalam membantu
menyelesaikan permasalahan di akar rumput dengan berbasis riset sangat
dibutuhkan. Dengan adanya penelitian ini, Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Diponegoro dapat ikut berperan dalam mewujudkan Rencana Induk
Penelitian (RIP) Universitas Diponegoro, yakni “Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Indonesia untuk Peningkatan Derajat
Kesehatan dan Kemandirian Pasokan Pangan, Air, dan Energi yang Berkelanjutan

serta Perluasan Produk-produk Unggulan dan Penambahan Nilai Produksi”.



1.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Pengembangan Akademis
Belum banyak penelitian yang menghubungkan antara teori-teori yang
mengkaji tentang daerah (internal/domestik) dengan teori-teori hubungan
internasional (eksternal), karena secara konvensional, kedua obyek teori
tersebut berbeda. Namun, sesuai perkembangan, teori-teori tersebut
ternyata dapat digunakan secara komplementer. Dengan menggunakan
kedua ranah teori tersebut dalam penelitian tentang lokalitas dengan
hubungan internasional ini, maka dapat membuka wacana akademik
bahwa perkawinan antar teori yang berbeda menjadi alat untuk menjawab
permasalahan dan perkembangan dinamika kehidupan.

b. Kepentingan Praktis
Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan, baik pemerintah
Pusat, Daerah, organisasi bisnis maupun masyarakat bahwa mereka secara
institusi maupun perseorangan dapat bertindak sebagai alat diplomasi
dalam hubungan internasional.

c. Kepentingan Pembangunan (Daerah)
Penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi Daerah dalam melakukan
program-program pembangunan, terutama pembangunan sumbaer daya
manusianya. Sebab, dengan menempatkan rakyat dan Daerah sebagai alat
diplomasi dalam kancah pergaulan internasional, maka dalam bersikap,
bertindak dan berpikir harus mengingat dan mendasarkan diri pada

kepentingan nasional Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Demokrasi dengan desentralisasi adalah merupakan dua hal yang tidak
dapat dipisahkan. Banyak definisi demokrasi, salah satu diantaranya adalah yang
dirumuskan oleh Abraham Lincoln (dalam pidato politiknya pada tanggal 19
November 1863): “Democracy is government of the people, by the people, and for
the people” (abrahamlincolnonline.org, 2015). Definisi atau frasa demokrasi ini

begitu sangat terkenal sehingga di kemudian hari (bahkan hingga kini) masih



sering dikutip dan digunakan oleh banyak ahli. Adapun jika mendasarkan pada
definisi yang disampaikan Bryan A. Garner (1999, 444), yaitu demokrasi adalah
“..government by the people, either directly or through representatives”, maka
tipe demokrasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Direct Democracy dan
Indirect Democracy.

Direct Democracy dapat dipandang sebagai demokrasi yang senyatanya
atau yang ideal, karena pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat itu betul-betul
direalisasikan. Namun karena beberapa hal, di abad modern ini, demokrasi
langsung (yang dikenal juga sebagai Demokrasi Athena) tidak lagi praktis, layak
ataupun memungkinkan untuk diterapkan. Beberapa faktor penyebab diantaranya
adalah masalah jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, serta
perkembangan kehidupan manusia dengan permasalahan yang begitu cepat,
beragam dan sangat dinamis menyebabkan kepedulian serta tingkat partisipasi
politik rakyat berkurang. Kondisi ini melahirkan aliran baru dalam demokrasi,
yang disebut sebagai New Democracy, Modern Democracy, Representative
Democracy atau Indirect Democracy.

Dalam Indirect Democracy, rakyat tetap dilibatkan secara langsung dalam
pemilihan pemimpin-pemimpinnya (direct elections, direct democracy), namun
setelah para pemimpin terpilih dan menduduki jabatan-jabatan publik (presiden-
wakil presiden, kepala daerah dan parlemen, baik di Pusat maupun Daerah), maka
setiap tindakannya harus merupakan representasi dari rakyat (Representative
Democracy) (Ekins, 2009, 1). Adapun yang disebut rakyat dalam demokrasi itu
adalah meliputi semua warga negara, tidak terkecuali adalah warga negara yang
tinggal dan menetap di wilayah yang jauh dari Pusat. Sedangkan dalam sebuah
negara yang berbentuk kesatuan, dengan sebaran penduduk dan wilayahnya yang
luas, menyebabkan pemerintahan Pusat sebagai representasi dari seluruh rakyat
dari sebuah negara, akan menjadi tidak berdaya dan tidak efektif-efisien untuk
menjangkau dan mengurusi secara langsung beberapa urusan rakyat yang bersifat
lokalitas dan jauh dari Pusat.

Jangkauan Pusat terhadap lokal yang dibatasi oleh jarak yang jauh, biaya

yang mahal, dan memerlukan waktu yang lama serta berkembang dan beragamnya
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kebutuhan rakyat yang begitu cepat dan sangat dinamis, menjadi penyebab
permasalahan ini. Dalam kondisi seperti ini, lantas bagaimanakah demokrasi
perwakilan dapat berjalan di tingkat lokal (local representative democracy)?
Disinilah diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan lokal dengan
mendasarkan diri pada prinsip demokrasi-desentralistik, yaitu suatu sistem
pemerintahan lokal yang diselenggarakan secara local representative democracy
system, dengan menggunakan alat desentralisasi dan otonomi daerah dalam
mencapai tujuan.

Perlunya pemerintahan lokal yang mendasarkan pada demokrasi
representatif dengan alat desentralisasi dan otonomi daerah (local representative
democratic-desentralistic system) adalah dengan alasan bahwa: Pertama, rakyat
lokal adalah pemilik kedaulatan, sehingga pemerintahan lokal juga harus
dilakukan secara demokratis representatif, yaitu melalui lembaga-lembaga publik
yang para pejabatnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu serta bertindak atas nama
dan untuk kepentingan rakyat lokal. Senada dengan pernyataan tersebut adalah
pendapat Timothy D. Sisk, dkk (2001, 11), yaitu: “...inhabitants of a given area
have the right and responsibility to make decisions on those issues that affect
them most directly and on which they can make decisions.”

Kedua, untuk kepentingan terwujudnya pemerintahan lokal yang
demokratis sebagaimana disebut di atas, desentralisasi digunakan sebagai alat
bagi tercapainya tujuan tersebut. Sebab, kedekatan secara fisik dan non fisik
antara rakyat dengan pemerintah lokal, maka pemerintah lokal dinilai menjadi
lebih paham akan kondisi rakyat dan daerahnya dengan segala kelemahan,
kelebihan, peluang dan ancaman yang ada. Sebaliknya, Pemerintah Pusat berada
pada posisi yang sulit, tidak akan mampu serta akan bekerja secara tidak efektif
dan efisien untuk mengatasi beberapa urusan yang bersifat lokalitas.

Menyikapi permasalahan di atas, maka Pusat diharuskan melimpahkan
kekuasaan kepada pemerintah lokal (desentralisasi) dan dari desentralisasi ini
melahirkan hak pemerintah lokal untuk mengurus rumah tangganya sendiri
(otonomi daerah). Timothy D. Sisk, et al., (2001, 11) menyebutkan hal ini dengan

pernyataannya, yaitu: “Central to any meaning of local democratic governance is
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the concept of self-government and administration closest to the people”. Namun
apa dan bagaimana konsep desentralisasi itu hingga kini masih menjadi
perdebatan banyak ahli dan bahkan mereka mengatakan perdebatan itu tidak akan
dapat berakhir (Conyer, 1983). Kontekstual perdebatan berkisar tentang adanya 2
tipe desentralisasi, yaitu political decentralisation perspecitve dan administrative
decentralisation perspecitve.

Beberapa definisi desentralisasi dapat disampaikan dari pandangan
Mawhood (1987: 9) yang mengatakan bahwa desentralisasi adalah “... devolution
of power from central to local governments”. Nampak tidak adanya perbedaan
dengan definisi yang dirumuskan oleh Smith (1985), yaitu bahwa desentralisasi

13

sebagai “... the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial
hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a
large organisation.” Persamaan dari kedua definisi tersebut terlihat pada
perspektif yang digunakan, yaitu political perspective. Definisi ini akan berbeda
dengan yang disampaikan Rondinelli dan Cheema (dalam Syarif, 2008), yang

mendefinisikan desentralisasi melalui administrative perspective, yaitu:

“Decentralisation is the transfer of planning, decision-making, or
administrative authority from central government to its field organisations,
local administrative units, semi autonomous and parastatal organisations,
local government, or non-government organisations."

Makna yang dapat diambil dari perdebatan ini adalah bahwa perbedaan dua
perspektif konseptual desentralisasi tersebut akan berpengaruh terhadap ruang dan
batas kewenangan lokal yang diberikan Pusat kepada Daerah dalam menjalankan
peran, tugas dan fungsinya.

Namun terlepas dari perdebatan tersebut, secara mendunia, saat ini paham
desentralisasi menjadi trend in local government dalam mewujudkan demokrasi di
tingkat lokal dan diadopsi serta didorong oleh dunia internasional untuk
diterapkannya dalam pemerintahan lokal, sebagaimana disampaikan oleh Timothy
D. Sisk, et al., (2001, 11) sebagai berikut:

“At both regional and national levels, international organizations and

multilateral groups have adopted standards for national governments to
devolve decision-making to the level closest to the people as a means of

12



giving meaning to democratic principles. These norms help shape the
international obligations of countries to foster local democracy”.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berazaskan atau beralatkan
desentralisasi dalam mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, adalah
karena adanya kekuatan yang ada dalam desentralisasi.

Syarif (2008) dengan mengutip pendapat beberapa ahli, menyebutkan
bahwa bagi daerah, desentralisasi: 1) dapat mewujudkan political equality.
Dengan desentralisasi, rakyat dan Daerah dapat dengan elegan mempraktikkan
bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan
kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan,
dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan; 2) dapat menciptakan local
accountability. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta
peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak
komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan
keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol
pelaksanaan pemerintahan daerah; dan 3) dapat menciptakan local responsiveness.
Asumsi dasar bahwa pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai
masalah yang dihadapi komunitasnya, maka pelaksanaan desentralisasi akan
menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan
akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Adapun dalam tujuan desentralisasi menurut perspektif desentralisasi
administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembangunan ekonomi di daerah, sebagaiamana disampaikan oleh
Rondinelli (1983, 4 dalam Syarif, 2008). Jika Rondinelli menekankan pada aspek
pemerintah, maka Ruland (1992, Syarif, 2008), lebih menekankan aspek
partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama
desentralisasi, sehingga Ruland memberikan definisi sebagai berikut:
“Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a positive
contribution to increase people participation, which would eventually lead to

socio-economic development” (1992, 3).

13



Dengan singkat kata dapat disimpulkan bahwa terwujudnya kepentingan
daerah terhadap desentralisasi, maka tujuan demokrasi lokal dapat dicapai, yaitu
(1) meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, (2) meningkatkan
akuntabilitas publik dan (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pusaran arus
globalisasi menjadi tantangan yang serius bagi negara dan pemerintah, tidak
terkecuali pemerintah lokal. Kerjasama internasional menjadi salah satu alat untuk
menyikapinya. Dengan kata lain, Daerah dapat terlibat dalam hubungan kerjasama
lintas negara dan kerjasama tersebut tidak hanya untuk kepentingan lokal tetapi
secara nasional. Lokalitas dapat ditempatkan sebagai instrumen diplomasi lokal
dalam hubungan internasional.

Secara sederhana, Collins English Dictionary mendefinisikan lokalitas
(locality) sebagai suatu lingkungan (neighborhood), tempat, atau wilayah.
Lokalitas ini, pada akhirnya membentuk identitas individu atau masyarakat yang
ada di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945, Negara
memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Di sinilah,
diplomasi lokal diperlukan.

Dalam sistem internasional, kata "diplomasi" bukan istilah asing.
Diplomasi merupakan salah satu sarana negara dalam melaksanakan hubungan
antar negara. Diplomasi seringkali dikaitkan dengan diplomat, karena jika dilihat
dari sejarahnya, fungsi diplomat dianggap sebagai penentu baik-buruknya
hubungan antar negara. Namun, fungsi dan peran tersebut kemudian mengalami
pergeseran seiring dengan berkembangnya diplomasi karena ternyata setiap orang
dapat berdiplomasi dan membahas permasalahan-permasalahan internasional,
tanpa harus terlebih dahulu menjadi diplomat.

R. P. Barston (2006) menjelaskan bahwa sistem internasional
mempengaruhi perkembangan diplomasi. Tidak ada yang pernah menyangka
Perang Dingin akan berakhir dan membawa banyak perubahan di dunia ini,
seperti terbentuknya negara-negara baru, pergeseran aktor dalam sistem hubungan
internasional, serta munculnya isu-isu yang sebelumnya kurang mendapatkan

perhatian karena masyarakat terlalu sibuk mengurus perang. Perubahan-perubahan

14



tersebut mendorong terjadinya evolusi diplomasi, yang dapat dilihat dari
bertambahnya jumlah kunjungan perwakilan negara, pengambilan keputusan
dalam institusi internasional, pembahasan isu-isu baru terutama yang bertemakan
humaniterianisme, dan forum berskala internasional lainnya.

Diplomasi merupakan salah satu cara Negara mencapai politik luar negeri,
sehingga kepentingan nasional dapat dipenuhi. Hingga awal abad ke-21, berbagai
urusan luar negeri masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan
kementerian luar negerinya. Namun, Negara (dalam hal ini pemerintah pusat)
tidak lagi menjadi satu-satunya aktor diplomasi. Muncul aktor-aktor lain di luar
Negara, seperti non-govermental organizations (NGOs) dan perusahaan
multinasional. Kemunculan aktor-aktor baru tersebut mendorong Rogier van der
Pluijm dan Jan Melissen (2007) untuk mengkaji aktor diplomasi lain yang tidak
kalah penting, yakni kota atau lokal. Menurut van der Pluijm dan Melissen, peran
kota perlu diperhitungkan di era globalisasi saat ini. Melalui tulisannya yang
berjudul “City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics”,
keduanya memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan city diplomacy, atau
diplomasi lokal, atau paradiplomasi'.

Diplomasi lokal adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan aktor-aktor internasional lainnya, dimana tujuannya adalah untuk
mencapai kepentingan daerah (van der Pluijm & Melissen, 2007, 6). Warga
negara tidak dapat disebut sebagai aktor dari diplomasi lokal, kecuali tergabung
dalam gerakan sosial yang memang mewakili kota secara keseluruhan.
Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi lokal dapat juga dianggap sebagai salah
satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional, karena Kota
adalah aktor utamanya. Dalam banyak kasus, walikota adalah aktor yang
seringkali diberi tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri
kotanya.

Segala hubungan luar negeri yang dijalankan Kota harus tetap mengacu

pada politik luar negeri. Proses diplomasi Negara dan Kota akan berubah seiring

' Dalam penelitian ini, istilah diplomasi lokal dan paradiplomasi akan digunakan secara
bergantian.
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dengan perubahan tujuan politik luar negeri. Dengan demikian, Negara dan Kota
seakan berada pada rute yang sama, tetapi beda mobil. Negara dan Kota sama-
sama terlibat dalam aktivitas diplomatik bukan untuk memperebutkan lahan yang
sama, tetapi untuk saling melengkapi (van der Pluijm & Melissen, 2007, 12).
Karena, Negara tidak lagi mampu menjalankan seluruh aktivitasnya sendiri, dan
aktor seperti Kota perlu terlibat.

Berangkat dari self-interest ini, Kota menjalin kerja sama dalam hubungan
internasional, salah satunya melalui sister city. Tidak dapat dipungkiri, aktivitas
diplomasi lokal didorong oleh self-interest suatu Kota. Aspek keamanan,
pembangunan, ekonomi, kultural, atau pun peningkatan jaringan dan kerja sama,
dapat dicapai dengan melakukan diplomasi. Namun, sebagai suatu konsep baru,
diplomasi lokal (atau yang juga biasa disebut sebagai paradiplomacy) dalam
praktiknya menghadapi tantangan, sehingga mempengaruhi jalannya kerja sama.
Kerja sama melalui diplomasi lokal tidak mencapai hasil yang maksimal ketika
Pusat dan Daerah tidak mampu menciptakan sinergi kerja sama yang baik,
sehingga kepentingan dan tujuan seringkali overlap (van der Pluijm & Melissen,
2007, 34). Dengan demikian, kerja sama antara Pusat dan Daerah dibutuhkan
demi mewujudkaan tujuan nasional di tingkat lokal; yang pada gilirannya juga
akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Provinsi Jawa Tengah sendiri telah memiliki beberapa kerja sama
internasional yang sifatnya antar provinsi, antara lain dengan Provinsi Fujian,
Republik Rakyat Tiongkok, dimana kerja sama ini sudah terjalin relatif cukup
lama. Dalam skema kerja sama yang lebih kecil, tiga kabupaten dan kota di
Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki kerja sama sister city, yakni Semarang,
Surakarta, dan Bumiayu. Dari tiga wilayah tersebut, menyadari Semarang sebagai
kota yang memiliki sarana prasarana transportasi (laut dan udara) bertaraf
internasional, peneliti terdorong untuk memfokuskan pembahasan di Kota
Semarang. Dalam era globalisasi seperti saat ini, kota-kota besar seperti Semarang
memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan lokalitas seiring dengan

berubahnya zaman. Di sisi lain, guna meningkatkan kapasitasnya dan juga dengan
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pertimbangan aspek efisiensi, Kota perlu mencari mitra luar negeri yang dapat
diajak bekerjasama.

Selama ini, penelitian-penelitian yang ada hanya membahas tentang apa
dan bagaimana kerja sama, implementasi, strategi, evaluasi dan efektivitas kerja
sama sister province atau sister city. Beberapa penelitian yang dimaksud, di
antaranya seperti yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY (2006),
Reni Windiani (2013); Hermini (2013); Yandu Setiya Mukti (2013); Budiari
Niluh Wayan (2013); dan Alamsyah Anidu, dkk (2014). Sementara, belum ada
penelitian yang dengan sengaja mengamati bagaimana model kerja sama sister
city juga dapat menjadi instrumen diplomasi dalam memperkuat lokalitas di
tengah arus globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Anthony Giddens (1990,
64), globalisasi merupakan “the intensification of worldwide social relations
which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by
events occuring many miles away, and vice versa”. Dengan demikian, penelitian
ini tidak hanya baik dan penting, tetapi juga memiliki urgensi, karena diperlukan
kajian yang mampu menghubungkan variabel-variabel tersebut sebagai upaya
menghadapi arus dan tantangan globalisasi, serta untuk mencapai tujuan
pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan rakyat Daerah yang berkembang
sangat dinamis dan variatif.

Lebih lanjut, berangkat dari pendapat Timothy D. Sisk, dkk (2001, 21)
yang menyebutkan bahwa “At both regional and national levels, international
organizations and multilateral groups have adopted standards for national
governments to devolve decision-making to the level closest to the people as a
means of giving meaning to democratic principles. These norms help shape the
international obligations of countries to foster local democracy”, penelitian ini
bertujuan mengajak Hubungan Internasional untuk lebih peduli dan berkontribusi

terhadap urusan-urusan lokal.
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1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah bagian penelitian multiyears, yang
rencananya akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun pertama,
penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal yang dipertimbangkan dalam
mengembangkan kerja sama di tingkat Daerah. Deskripsi ini berfungsi sebagai
landasan penelitian tahun kedua, yang bertujuan untuk mengembangkan sister city,
sehingga kerja sama tersebut memiliki manfaat dan visibilitas yang efektif.
Efektivitas model yang dikembangkan tersebut akan diuji pada penelitian tahun
ketiga. Dengan penelitian yang bertahap, penelitian ini dapat membantu
menciptakan kerja sama yang berkualitas dan memberi manfaat, atau memperkuat
lokalitas di era globalisasi.

Secara sederhana, gambaran prosedur pelaksanaan ketiga penelitian dapat

dilihat pada Bagan 1.1 dan Tabel 1.2 berikut:

Bagan 1. Alur Penelitian

Fakta empiris Studi pendahuluan: Pembue.ltan mpdel bkerj’fi
tentang lokalitas di |—»|  analisis survei & —)p| Samasis ter cz.ty sebagal
era globalisasi wawancara di Kota d1ploma|151 lokal
Semarang “
Uji lapang terbatas < Uji pakar (expert < Pengembangan model
pada kerja sama Jjudgment) pada model sister city
¢ sister city
Uji lapang secara luas Hasil akhir model sister city

yang siap dijalankan untuk
memperkuat lokalitas
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Tabel 1.2 Kegiatan Penelitian

No. Tahap Kegiatan Luaran Kegiatan
(Indikator)
1.  Analisis Survei tentang pengaruh - Gambaran tentang
kebutuhan globalisasi terhadap lokalitas  kebutuhan sister city
Kota Semarang, dan sebagai diplomasi lokal
identifikasi model sister city - Publikasi

sebagai diplomasi lokal,
antara lain melalui

wawancara.

2. Usulan Pengembangan sister city - Draf pengembangan
pengembangan berdasarkan hasil analisis skenario sister city
model kebutuhan. - Publikasi

3. Ujiefektivitas 1. Uji pakar - Draf sister city yang
model yang 2. Uji lapang terbatas sudah direvisi berdasar
dikembangkan 3. Uji lapang secara luas uji pakar, uji lapang

terbatas, dan uji lapang
secara luas

- Draf akhir

- Publikasi

Berdasarkan bagan dan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masalah penelitian yang
akan dipecahkan pada Tahap I adalah bagaimana lokalitas Kota Semarang di era
globalisasi saat ini, dan bagaimana kerja sama di tingkat daerah selama ini
dilakukan. Lebih lanjut, pada tahap ini, selain mengamati kerja sama yang sudah
ada di Kota Semarang, peneliti juga akan mengkaji kerja sama sister city di daerah
lain, seperti Surabaya. Kedua poin tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis
kebutuhan diplomasi lokal dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Semarang.
Dengan demikian, target utama penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan,
yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk penelitian Tahap II.

Pada penelitian Tahap II, permasalahan yang akan ditangani adalah
pengembangan kerangka kerja sama sister city di Kota Semarang, berdasarkan
analisis kebutuhan. Sehingga, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan
dalam membantu Daerah menyelesaikan permasalahan yang ada, serta membantu
memperkuat lokalitas di era globalisasi.

Terakhir, pada penelitian Tahap III, akan dilakukan uji efektivitas

terhadap model yang dikembangkan. Rancangan penelitian yang digunakan pada
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tahap ini adalah rancangan penelitian dan pengembangan (research and
development), yang di dalamnya terdapat uji pakar dan uji lapang terbatas dan uji
lapang secara luas. Terhadap kerangka kerja sama yang sudah direvisi berdasar
penilaian penguji atau para ahli, akan dilakukan uji lapang. Uji lapang ini terdiri
atas uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Subyek pengguna terbatas
adalah Pemerintah Kota Semarang itu sendiri, selaku pemangku kebijakan.
Sedangkan untuk uji lapang secara luas akan dipilih tiga kelompok masyarakat
yang berada di bawah kerangka kerja sama. Hasil yang diharapkan adalah
tersusunnya kerangka kerja sama sister city sebagai upaya memperkuat lokalitas

Kota Semarang di era globalisasi.

1.6.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tim
peneliti merupakan subyek kunci dalam penelitian ini, yang bertugas mencari data
dalam tahapan penelitian survei dan mengembangkan kerja sama yang dimaksud,
berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kedua, Kota Semarang, merupakan subyek
untuk pengembangan diplomasi lokal melalui sister city. Ketiga, pakar dalam
bidang demokrasi-desentralistik dan diplomasi lokal merupakan subyek yang

dilibatkan dalam proses validasi kerja sama yang dihasilkan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data
empiris melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006,
257). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi
lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam
penelitian didapatkan dari literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-
sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti
melakukan observasi lapangan dan wawancara. Sasaran utama dari wawancara
adalah Pemerintah Kota Semarang. Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-

tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek atau informan yang diwawancarai,
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b) mempersiapkan wawancara, ¢) melakukan wawancara dan memelihara agar
wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan memperoleh

rangkuman hasil wawancara.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif;
dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data
dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang
menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006, 257). Tahap
reduksi data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan berbagai data yang
mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti
lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir data yang telah
direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan
mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang
terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi

data.
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BAB II
DESKRIPSI KOTA SEMARANG

Kota Semarang, yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547 dan saat ini telah
memasuki usia ke-469 tahun, merupakan salah satu kota metropolitan dan terbesar
ke kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Posisi ini
dapat dimengerti karena Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa
Tengah. Kota yang letak wilayahnya dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti
Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan
Kabupaten Semarang di sebelah selatan, memiliki posisi geostrategis karena
berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor
pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni
koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten
Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor
Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten
Kendal.

Dengan demikian maka dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa
Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan,
jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara (dengan
bandara bertaraf internasional) yang merupakan potensi bagi simpul transportasi
tidak hanya dalam lingkup Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa
Tengah, melainkan internasional (khususnya negara-negara ASEAN). Kondisi ini
menjadi penting dan kekuatan sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah
dalam rangka hubungan dengan luar Jawa dan luar negeri di era globaisasi yang
tidak mengenal batas, ruang dan waktu ini.

Adapun terkait dengan aspek kependudukan, Kota Semarang memiliki
jumlah penduduk hampir mencapai 1,6 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku
bangsa, seperti Jawa, Chinese dan Arab, dengan luas wilayah sebesar 373,80 km?,
yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dalam hal perkembangan

terkait kependudukan ini, dapat dikatakan relatif stabil dalam periode waktu
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selama 3 tahun terakhir dari tahun 2015. Detail gambaran Kota Semarang menurut

data kependudukan dapat terbaca dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Deskripsi Kota Semarang Menurut Data Kependudukan Periode 2013 - 2015

Indikator Perkembangan Penduduk Kota Semarang

Uraian Satuan 2013 2014 2015
@ (2) 3) “4) (&)
1. Jumlah Penduduk Jiwa 1.572.105 1.584.906 1.595.187
2. Pertumbuhan Per Tahun Persen 0,83 0,97 0,59
3. Kepadatan Per Km2 4.207 4.241 4.269
4. Jumlah Rumah Tangga Rumah Tangga  442.080  443.541  471.327
5. Rata-rata Anggota Rumah Jiwa 3,56 3,57 3,38
Tangga
6. Rasio Jenis Kelamin Per 100 Pddk 99 99 99
7. Tingkat Kelahiran Kasar Per 1000 Pddk 15,18 15,63 14,22
8. Tingkat Kematian Kasar Per 1000 Pddk 6.55 6.80 6,77
9. Tingkat Migrasi Masuk Per 1000 Pddk 19,40 21,03 20,50
10. Tingkat Migrasi Keluar Per 1000 Pddk 19.47 20,36 21,59
11. TPAK Laki-laki Persen 80,15 81,97 78,54
12. TPAK Perempuan Persen 56,11 55,72 56,09

Sumber : BPS Kota Semarang

Keterangan: *) Tahun 2009 TPAK 15 th keatas

Pada Tabel 2.1 dapat disebutkan bahwa dalam hal kependudukan pada periode
2013 — 2015 tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena berada pada suatu kondisi
dan trend perkembangan dan atau penurunan yang tidak tergolong ekstrem,
kecuali pada indikator jumlah rumah tangga. Kondisi ini dapat dinilai bahwa
dalam hal mengelola perkembangan kependudukan, Kota Semarang dikategorikan
berhasil. Keberhasilan pengelolaan kependudukan sangat vital karena akan
berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan lainnya, khususnya bidang ekonomi,
kesehatan, dan pengangguran.

Kota Semarang ini semakin menjadi penting dan layak untuk
diperhitungkan mengingat keberadaannya secara topografi yang sangat
menguntungkan sehingga dapat mendorong Kota Semarang menjadi kota
pariwisata yang diperhitungkan oleh tidak hanya wisatawan domestik saja tetapi

juga internasional. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan pendapatan
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(asli) daerah sebagai penopang pembangunan dan kesejahteraan rakyat di era
desentralisasi dengan otonomi yang berprinsip ‘“seluas-luasnya dan bertanggung
jawab” yang ditekankan pada Era Reformasi ini. Kota yang berada di dataran
rendah dan dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kendal di
sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di
sebelah  selatan, secara topografi wilayahnya terdiri atas wilayah
pegunungan/perbukitan (dengan ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan
laut) dan pantai (dengan ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut). Kota
ini juga disebut memiliki wilayah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu
bagian wilayah yang dikenal sebagai Kota Atas dan bagian wilayah lain yang
disebut sebagai Kota Bawah. Lebih dari itu, karena keberagaman dan keunikan
yang dimilikinya, maka berbagai sebutan nama untuk Kota Semarang juga
menjadi beragam.

Diluar karena keuntungan topografisnya, keberagaman, keunikan dan
sejarah yang dimilikinya menjadikan Kota Semarang memiliki beragam nama

yang cukup menarik serta layak dan marketable untuk “dijual”, di antaranya yaitu:

2.1 Venice Van Java

Di beberapa negara di dunia memiliki kota dengan sebutan venesia (yang
berarti sungai atau kanal), diantaranya seperti Venesia-Itali. Kota Semarang juga
dikenal sebagai “Venice Van Java”. Nama ini diberikan dengan dasar pemikiran
bahwa karena terdapatnya banyak sungai dan kanal (yang merupakan salah satu
sarana transportasi yang diandalkan pada masa kependudukan Belanda di
Semarang) melintasi tengah Kota Semarang. Beberapa photo dibawah ini
merupakan gambaran Kota Semarang sebagai “Venice Van Java” sebagaimana

dimaksud.
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2.2 The Port of Java

Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, pemerintah kota semarang
memberikan julukan The Port of Java "Pelabuhan-nya Jawa'". Hal tersebut sebagai
upaya pencitraan Kota Semarang sebagai pusat pelabuhan di Pulau Jawa dengan
Tanjung Emas-nya. Apalagi dijaman dahulu, Kota Semarang merupakan salah satu
pelabuhan terbesar di Nusantara yang sangat ramai. Beberapa photo dibawah ini

menggambarkan Kota Semarang sebagai The Port of Java.

Gambar 2.2
Kota Semarang sebagai The Port of Java
Pelabuhan Tanjung Emas
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2.3 Beauty of Asia

Pada tahun 2007, Kota Semarang memiliki sebutan baru yakni Beauty of
Asia yang diperkenalkan berbarengan dengan program pariwisata Semarang Pesona
Asia (SPA). Sebutan ini berdasarkan Kota Semarang memiliki keindahan baik alam
maupun budayanya. Keindahan kota tersebut diantaranya dapat digambarkan
bagaimana kota bawah dilihat dari kota atas sebagaimana terlihat dalam photo-photo

berikut di bawah ini.

Gambar 2.3
Keindahan Kota Semarang Bawah Dilihat Dari Kota Semarang Atas
Tugu Tabanas dari atas Gardu Pandang Gombel

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=Kota+Atas+Semarang&espv

Adapun keindahan gambaran Kota Semarang Bawah di antaranya adalah sebagaimana

photo-photo berikut dibawah ini:
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Gambar 2.4
Keindahan Kota Semarang Bawah
Simpang Lima sebagai pusat bisnis dan wisata

Simpang Lima Ciy Center (SLCC) adalah salah satu Central Business District
(CBD) atau Kawasan Bisnis Terpadu yang terletak di Semarang Pusat dan salah satu
CBD yang berkembang di jantung kota Semarang. Tidak heran apabila banyak
bangunan-bangunan jangkung atau biasa disebut pencakar langit hadir dikawasan ini.
Beberapa signature building yang menjadi ciri khas dari SLCC Semarang adalah
Ciputa Swiss-Belhotel International Hotel Semarang, Ciputra Mall, Horison Hotel,
Plaza Simpang Lima, Louis Kienne Serviced Apartment Hotel, HA-KA Hotel (coming
soon), Santika Premiere Hotel, Wisma HSBC, INDOSAT Oooredoo Tower, Living
Plaza ACE Hardware & InForma, Gramedia Center Pandanaran, Accor Ibis Simpang

Lima Hotel, Amaris Simpang Lima Hotel, Tentrem MIxed-Use Tower (coming soon),
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Simpang Lima Residences, SMC (Semarang Medical Centerl) Telogorejo Hospital,
Pandanaran Hotel, DBS Center, @Hom Hotel, SentralLand Superblock, Graha Bank
Indonesia, Plaza Telkom, WIsma Telkomsel, XL Axiata Center Simpang Lima, Bank
Mandiri Plaza, CitiBank Square, Pramuka Building
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Semarang).

Di samping Simpang Lima, pusat Kota Semarang yang juga terkenal adalah

dengan Tugu Muda nya, sebagaimana gambar berikut ini.

Keindahan budaya di Kota Semarang yang menarik dan unik adalah hadirnya vihara
Sam Poo Kong. Hal ini karena sejarah Indonesia tidak terlepas juga dengan orang-
orang China yang berlabuh di Semarang. Salah satu peninggalan China tersebut adalah

Vihara Sam Poo Kong sebagaimana gambar berikut di bawah ini.
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Tempat ini merupakan petilasan pendaratan laksamana dari negeri Tiongkok yang
sangat popular, yaitu Laksamana Cheng Ho, yang kemudian diabadikan oleh
Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu tempat wisata budaya.Jika kita

menapakkan kaki di area ini serasa kita terbang ke negeri Tingkok.

2.4 Outstadt atau Little Netherland

Dengan banyaknya bangunan kuno peninggalan jaman Belanda yang
bercirikan atau bergaya bangunan khas Belanda maupun Eropa yang masih berdiri
kokoh, Kota Semarang mendapat julukan sebagai Belanda kecil atau Little Netherland
(outstadt) khususnya kawasan Kota Lama. Photo-photo dibawah menggambarkan

Kota Semarang sebagai Little Netherland sebagaimana dimaksud.
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Gambar 2.5 3
Kota Semarang sebagai Little Netherland

Lawang Sewu

A
T,

Komplek bangunan kuno peninggalan Belanda yang berdiri megah di Kota
Lama ini kerap menarik perhatian wisatawan. Kota Lama merupakan pusat
pemerintahan di masa penjajahan Belanda oleh karenanya hampir semua bangunan
yang berdiri disana menyajikan kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu. Saat ini
komplek bangunan Kota Lama telah beralih fungsi, namun masih ada satu bangunan
yang hingga sekarang fungsinya belum berubah yakni Gereja Blenduk. Dikatakan
sebagai Gereja Blenduk karena gereja ini memiliki atap kubah yang berbentuk
setengah lingkaran yang mana dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah blenduk.
Gereja Blenduk masih aktif digunakan untuk beribadah oleh umat kristiani setiap Hari
Minggu. Gereja Blenduk ini merupakan icon Kota Lama (http://achmadyani-

airport.com/detail/wisata/kawasan-little-netherland-kota-semarang).
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2.5 Kota ATLAS
Semarang memiliki semboyan Kota Atlas kepanjangan dari Aman, Tertib,
Lancar, Asri dan Sehat. Sebagai selogan pemelihara keindahan kota yang terkenal
pada tahun 1990-an pada era Walikota Sutrisno Suharto. ATLAS sendiri bermakna:
2.5.1 Aman : Bebas dari segala tekanan dan gangguan keamanan dan ketertiban dan
ketentraman.
2.5.2 Tertib : Kehidupan yang tertib di segala bidang termasuk lalu lintas.
2.5.3 Lancar : Lancar dalam hal pelayanan kepada publik termasuk dalam hal
kelancaran lalu lintas.
2.5.4 Asri : Memiliki pengertian lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman
2.5.5 Sehat  : Memiliki pengertian tercapainya kehidupan masyarakat sehat jasmani

dan sehat rohani.

2.6 Kota Lumpia

Sebutan ini dilatarbelakangi oleh makanan kecil khas Semarang yang
merupakan hasil perpaduan dua alkuturasi antara budaya Tiongkok dengan Jawa yang
disebut dengan Lumpia. Makanan ini cukup terkenal di seluruh Indonesia, selain
makanan kecil yang lain khas dari Kota Semarang, yaitu wingko babat dan bandeng

presto.

2.7 Kota Jamu

Sebutan lain Kota Semarang adalah sebagai Kota Jamu. Sebutan ini diberikan
karena di Kota Semarang terdapat perusahaan jamu (tradisional) tertua di Indonesia,
yaitu PT Jamu Jago. Perusahaan jamu yang besar dan tua lainnya adalah PT Jamu
Nyonya Meneer. Kedua perusahaan jamu ini kemudian diabadikan dengan berdirinya
Museum Jamu Jago dan Nyonya Meneer. Adapun perusahaan jamu yang lain yang
saat ini sangat terkenal di Indonesia dan bahkan di manca negara adalah Jamu Sido
Muncul.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis,
terlebih di era otonomi daerah sebagai tuntutan Reformasi Indonesia 1998, Kota
Semarang akan terus mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan sesuai

dengan karakter sebagai ibukota suatu propinsi. Perkembangan pembangunan yang ada
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di Kota Semarang tersebut dapat dilihat melalui proporsi tata guna lahan Kota

Semarang pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Tata Guna Lahan Kota Semarang Tahun 2012 - 2015

Penggunaan Lahan Luas Penggunaan Lahan (Hektar)
2012 2013 2014 2015
Sawah 3826.97 382697 3789.63 3789.63
Tegalan/ Kebun 7808.19  7808.19  7588.71  7588.71
Ladang/ Huma 753.69 753.69 753.69 753.69
Perkebunan 880.50 880.50 880.50 880.50
Ditanami Pohon 134492 134492 134492 1344.92
Padang Penggembalaan/ Rumput 552.11 552.11 481.64 481.64
Sementara Tidak Diusahakan 129.23 129.23 129.23 129.23
Tambak/ Kolam/ Empang, dll 2341.98 2341.98 4633.84 4633.84

Jalan/ Pemukiman/ Perkantoran/ Sungai, dll  17768.23 17768.23 17768.23 17768.23

Sumber: https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26

Berdasarkan tabel di atas, Kota Semarang memiliki tata guna lahan terbesar
pada sektor jalan, pemukiman, perkantoran, dan sungai. Sektor pengolahan lahan dan
sumber daya alam yaitu tegalan, kebun, sawah, tegalan, dan hutan, mencakup lebih
dari setengah luas kawasan yang dimiliki Kota Semarang.

Pembangunan di Kota Semarang sendiri telah lama berfokus pada
pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri, mengingat bidang-bidang
tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Kota Semarang. Di
bidang perdagangan sendiri, Kota Semarang memiliki berbagai komoditas yang
diekspor seperti hasil-hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan,
makanan, kerajinan, dan perindustruan. Kuantitas komoditas tersebut juga cenderung

memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.3

Realisasi Volume Ekspor Non Migas menurut Sektor (dalam Kuintal)

No Sektor/Komoditas 2012 2013 2014

1.  Perkebunan 402.824,17 13.278.572 18.092.907
2. Kehutanan 27.327,28 68.404.573 103.606.580
3. Pertanian 30.918,57 2.777.458 4.314.521
4.  Perikanan 11.652,45 820.691 450.839
5. Peternakan 349,51 42.864.797 51.393.812
6. Rempah-rempah 4.564,01 359 30.440
7.  Makanan 30.984,12 1.575.889 1.270.595
8.  Kerajinan 9.353,78 20.316.069 23.567.630
9.  Perindustrian 3.205.188,77 78.376.186 101.634.427

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Tabel 2.3 tersebut menunjukkan sektor perindustrian sebagai sektor yang
paling besar memberikan kontribusi ekspor. Akan tetapi secara keseluruhan, masing-
masing sektor cenderung mengalami peningkatan kuantitas ekspor dari tahun ke tahun.
Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya pengelolaan tenaga kerja yang baik
sebagai salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan produktivitas dalam

kegiatan produksi.

Tabel 2.4
Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Semarang
Angkatan Kerja Jumlah Angkatan
Tah Jumlah Pekerj
aun Laki-Laki Perempuan Kerja umiah Tekerja
2012 397.074 242.141 639.215 639.215
2013 501.705 372.827 874.532 774.140

Sumber: Diolah dari semarangkota.bps.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja dan
jumlah pekerja di semarang seimbang. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2012
seluruh angkatan kerja dapat terserap dengan baik. Di tahun 2013 terjadi selisih antara
jumlah angkatan kerja dan jumlah pekerja sebesar 100.392, dalam artian bahwa
100.392 orang dalam angkatan kerja di tahun tersebut belum mendapat pekerjaan.

Selain memiliki berbagai komoditas yang bernilai ekspor dan jumlah angkatan

kerja yang relatif tinggi, Kota Semarang juga memiliki berbagai bangunan yang
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bernilai historis. Bangunan-bangunan bernilai historis tersebut memiliki beragam latar
budaya dan religius. Keberagaman tersebut berkembang dengan selaras di Kota
Semarang sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan-bangunan tersebut antara
lain adalah Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Kauman, Masjid Menara (Masjid
Layur), Gereja Blenduk (Gereja Immanuel), Kelenteng Gedung Batu (Sam Poo Kong),
Pagoda Avalokitesvara, Goa Kreo, Taman Lele, Simpang Lima, Chinese Town
(Pecinan), Kebun Binatang Wonosari, dan Kota Lama. Selain itu berbagai kesenian
dan festival seperti dhugdheran yang diselenggarakan setiap Bulan Ramadan dan

Semarang Night Carnival sebagai rangkaian perayaan HUT Kota Semarang.

Tabel 2.5
Data Jumlah Wisatawan Kota Semarang
No. Tahun Jumlah Wisatawan
1. 2010 1.915.892 orang
2. 2011 2.100.926 orang
3. 2012 2.712.442 orang
4. 2013 3.157.658 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013 melalui LKPJ
Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013

Keberagaman objek wisata di Kota Semarang memberikan pengaruh positif
bagi kedatangan jumlah wisatawan ke Kota Semarang. Berdasarkan data pada Tabel
2.5, jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan
terbesar terjadi pada tahun 2012 yakni sebanyak 611.516 wisatawan dibanding jumlah
wisatawan pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut juga

berpengaruh terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata.

Tabel 2.6
Pendapatan Daerah Kota Semarang Sektor Pariwisata
No. Tahun Besaran Pendapatan
1. 2010 Rp65.767.643.499,00
2. 2011 Rp78.344.794.420,00
3. 2012 Rp87.978.572.590,00
4. 2013 Rp107.163.316.629,00

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013 melalui LKPJ
Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013

35



Data di atas menunjukkan pendapatan daerah Kota Semarang dari sektor
pariwisata. Pendapatan daerah dari sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun yang juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan di Kota
Semarang.

Sebagai kota yang masih terus mengalami perubahan dan perkembangan, Kota
Semarang sendiri tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dalam upaya
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiadi dan Ma’arif (2009)
melakukan penelitiannya mengenai hal tersebut dan didapatkan hasil berupa pemetaan

isu permasalahan utama di Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 2.7
Pemetaan Isu Utama di Setiap Urusan Pemerintahan Kota Semarang
No Ruang Lingkup Isu Utama
1. Pendidikan Rendahnya kemampuan masyarakat untuk
mengakses pendidikan
Rendahnya mutu pendidikan di Kota
Semarang
2. Kesehatan Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk
Tingginya angka kematian ibu melahirkan
Kurangnya cakupan air bersih pada daerah
rawan kekeringan
Penurunan cakupan imunisasi BCG
3. BinaMarga & Kerusakan jalan yang disebabkan oleh
Pengairan genangan rob dan banjir
4. Cipta Ketersediaan fasilitas perumahan masih
Karya/Perumahan terbatas
5. Tata Ruang Luasan ruang terbuka hijau belum mencapai
target sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Inkonsistensi Rencana Tata Ruang
Belum ada penegakan hukum terhadap
pelanggaran tata ruang
6.  Perencanaan Inkonsistensi antara program SKPD terhadap
Pembangunan RPJM dan RKPD
7. Perhubungan Penurunan pengguna angkutan umum dan
peningkatan jumlah kendaraan pribadi
8. Lingkungan hidup Banyaknya penambangan galian C yang
tidak berijin dan lemahnya penegakan hukum
terhadap penambang galian C ilegal
Surat Izin Pengeboran ABT tidak berperan
maksimal sebagai alat pengendali
9.  Pertanahan Konversi lahan pertanian dan hijau menjadi
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perumahan di Semarang Atas

10.  Kependudukan dan Pertumbuhan penduduk yang tinggi di
Catatan Sipil kawasan pinggiran kota
Buruknya kualitas pelayanan administrasi
kependudukan
11.  Pemberdayaan Tingginya angka kekerasan terhadap
Perempuan & perempuan dan anak-anak
Perlindungan Anak
12.  Keluarga Berencana & Rendahnya pendapatan rumah tangga per
Keluarga Sejahtera bulan
13.  Sosial Peningkatan angka kemiskinan
Tingginya angka pengangguran
14. Tenaga Kerja & Semakin sedikitnya jumlah penduduk yang
Transmigrasi bekerja
Tingginya angka beban ketergantungan
15.  Koperasi & UMKM Kurangnya produktivitas SDM dalam
UMKM
16.  Penanaman Modal Lamanya prosedur perijinan investasi
Kurangnya minat investasi, baik PMDN dan
PMA
17.  Kebudayaan & Banyaknya aset bangunan tua bersejarah
Pariwisata yang tidak terawat
Kurangnya event-event kesenian dan budaya
tradisional
18.  Kesatuan Bangsa & Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
Perlindungan Pilkada
Masyarakat Rendahnya partisipasi perempuan dalam
pilkada
19.  Pengelolaan Ketidakpuasan masyarakat terhadap
Keuangan, Aset, pelayanan kesehatan RSUD Semarang
Pengawasan, & Rendahnya kualitas pelayanan publik dan
Kepegawaian pelayanan satu atap atau one stop service
(OSS)
20. Komunikasi & Masih terbatasnya dan mahalnya penggunaan
Informatika jaringan seluler sebagai media informasi
Rendahnya oplah media cetak
21.  Pertanian & Tingginya laju konversi lahan pertanian
Ketahanan Pangan
22.  Kelautan & Perikanan Fluktuasi produksi perikanan darat
Penurunan produksi ikan laut
Konsumsi ikan yang masih rendah
23.  Perkebunan & Penebangan pohon yang tidak terkendali di
Kehutanan Semarang Atas

Sumber: Setiadi & Mu’arif, 2009
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BAB III
PARADIPLOMASI DALAM MEMPERKUAT LOKALITAS KOTA
SEMARANG

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang
memiliki fungsi sebagai Aub atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di
wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang
terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di
tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip
akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerinta Kota
Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam hinterland-nya,
memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor
paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah
melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada

pengembangan potensi lokal.

3.1 Lokalitas Kota Semarang sebagai Modalitas Paradiplomasi di Level Global

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki
karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki
unsur atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota
Semarang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai
identifikasi yang membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi
dinamis antara unsur statis berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan
pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Kota Semarang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa
merupakan pintu perdagangan sehingga secara historis memiliki posisi penting dalam
perkembangan budaya lokal. Interaksi antara kelompok pendatang dan penduduk asli
menjadikan Kota Semarang sebagai melting pot budaya Jawa, Arab, Cina, dan
Belanda. Jejak akulturasi dan asimilasi budaya tersebut masih dapat ditemukan di Kota
Semarang, misalnya dalam bentuk arsitektur, seni batik, hingga kuliner.

Eksistensi kelompok diaspora yang berbaur dengan penduduk asli juga menjadi

bukti posisi Kota Semarang sebagai melting pot dari berbagai budaya semenjak berdiri

38



500 tahun yang lalu hingga di era globalisasi masa kini. Komunitas diaspora di
wilayah Kota Semarang didominasi oleh mereka yang disebut sebagai “peranakan”
(keturunan etnis Cina) menjadi refleksi nyata dari interaksi multi etnis yang telah
berjalan sepanjang sejarah perkembangan kota.

Akulturasi antara budaya Cina dan Jawa menjadi pengaruh dominan dalam
pembentukan karakter budaya Semarangan, yang terefleksikan dalam budaya kuliner
seperti loempia (lumpia), kue moci, wingko babad, hingga lontong cap go meh. Dalam
kesenian daerah, akulturasi antara budaya Jawa dan Cina (juga budaya Arab) juga
dapat dilihat dari pergelaran seni “Warak Ngendhog” yang merupakan makhluk fiktif
berupa binatang berkepala singa (sebagai representasi etnis Cina), berleher panjang
(Arab), serta bertubuh kambing (Jawa) yang diarak mengelilingi kota menjelang bulan
Ramadhan. Dalam bidang arsitektur, komunitas peranakan yang mulanya bermukim di
daerah Simongan, pada tahun 1741 direlokasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda di
Gang Baru yang sekarang berada di kawasan Kota Lama (Pikiran Rakyat, 2016). Dari
perpindahan permukiman tersebut, terdapat peninggalan arsitektur berupa Kuil Sam
Poo Kong serta arsitektur bangunan bergaya Oriental di kawasan Gang Baru yang kini
juga dikenal dengan nama Kampung Pecinan. Aktifitas di kawasan Pecinan ini masih
mempertahankan nilai-nilai budaya Peranakan, sehingga menjadi atraksi wisata
tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman belanja dan kuliner
tradisional Cina.

Selain Etnis Cina, Kota Semarang sebagai melting pot juga mempertemukan
budaya Barat yang dibawa oleh pendudukan kolonial Belanda dengan budaya lokal.
Meskipun demikian, jejak interaksi antar kedua budaya tersebut lebih bersifat asimilasi
dibandingkan akulturasi. Hal ini dapat ditelusuri jejaknya dari segregasi antar ras yang
diberlakukan oleh pemerintah kolonial antara bangsa kulit putih, pribumi, dan bangsa
lainnya (termasuk di dalamnya Etnis Cina dan Arab), yang diciptakan dalam
stratifikasi sosial masyarakat untuk membatasi interaksi antar kelompok. Pembatasan
itu sendiri dimaksudkan untuk menjaga kemurnian budaya kolonial yang pada masa itu
berfungsi sebagai instrumen hegemoni. Fungsi yang demikian dapat dilihat dari
digunakannya gaya-gaya arsitektur Belanda dalam bangunan-bangunan simbol
kekuasaan mulai dari rumah pejabat kolonial, gedung pemerintahan hingga gereja.

Tidak adanya pembauran budaya di level akar rumput menjadikan kedua budaya tidak
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mengalami akulturasi, sehingga ketika pendudukan kolonial berakhir, tidak ada nilai-
nilai budaya Barat yang tertinggal dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa asimilasi dan akulturasi yang
hanya mungkin terjadi karena faktor geografis tersebut telah membentuk ciri budaya
lokal yang membedakannya, termasuk dengan wilayah sekitar yang nantinya dikenal
sebagai hinterland Kota Semarang. Proses budaya yang terjadi telah mempengaruhi
tangible maupun intangible culture yang berkembang, yang nantinya mampu menjadi
salah satu modalitas sosial-budaya dalam paradiplomasi yang dilakukan oleh
pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam konteks mempromosikan Kota Semarang
di level global. Modalitas sosial-budaya yang merupakan nilai-nilai budaya ini
nantinya mampu menjadi kemasan romantisme atas modalitas ekonomi, yang
merefleksikan nilai-nilai komersial.

Seperti unsur sosial-budaya yang dipengaruhi perkembangannya oleh kondisi
geografis, modalitas ekonomi lokal Kota Semarang juga dipengaruhi oleh kondisi
geografis, tidak hanya terkait tipologi yang mempengaruhi tipe aktifitas ekonomi yang
dapat dijalankan, tetapi juga persebaran demografi yang nantinya mendorong
perubahan strategi pengembangan kota dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah
sekitarnya yang termasuk dalam hinterland Kota Semarang.

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, Kota Semarang yang
dihuni oleh 1,6 juta penduduk (Pemerintah Kota Semarang, n.d.) memberikan prioritas
sebesar 17.768,23 km2 untuk fasilitilas jalan, pemukiman, perkatoran, serta daerah
aliran sungai. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah tegalan/kebun dengan luas
hanya mencapai 7.588,71 km2 (Badan Pusat Statistik, 2016), yang mengindikasikan
kegiatan masyarakat yang berbasis agraris masih banyak yang menggantungkan
hidupnya di bidang tersebut meskipun lama-kelamaan tergerus oleh keperluan
penyediaan lahan tinggal bagi penduduk serta fasilitas penunjang pemukiman.

Pembangunan di Kota Semarang yang lebih banyak difokuskan pada
pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri merupakan pilihan yang logis
jika ditimbang dari aspek historis serta karakter geografis. Dari aspek historis, sebagai
kota yang tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan sejak era kerajaan Hindu-
Buddha dan semakin ditegaskan fungsinya di era pendudukan Pemerintah Kolonial

Belanda, Kota Semarang lebih banyak mengembangkan infrastruktur penunjang
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aktifitas ekonomi berbasis jasa dengan rancangan tata ruang kota yang juga dibuat
berdasarkan tujuan tersebut. Dengan jadi pusat perdagangan dan pemerintahan bagi
wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang hanya memiliki jumlah lahan yang terbatas di
daerah rural untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian guna menunjang kehidupan
di wilayah kota. Dalam perkembangannya, fungsi penunjang yang dimiliki oleh
wilayah rural tersebut didorong lebih jauh beberapa wilayah sekitar seperti Kabupaten
Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan
(Kedungsepur) sebagai hinterland dari Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang,
2014, 2), sementara wilayahnya sendiri lebih banyak yang difungsikan sebagai pusat
administrasi dan bisnis.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di
Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman
Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri
Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.),
Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan
Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota
Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha
ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan kebijakan pembangunan,
Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah
hinterland sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini
kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan
infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi,
dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini
selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam
mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan
pembangunan berbasis Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE) yang
dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-

budaya Kota Semarang.
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3.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokalitas dalam Meetings,
Incentives, Conferences, and Events (MICE)

MICE, atau juga dikenal sebagai business event, merupakan salah satu jenis
pariwisata yang memadukan antara keperluan bisnis dan wisata untuk kesenangan.
Secara keseluruhan, MICE dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada
wisata untuk kesenangan. Pertama, pengeluaran rata-rata per orang untuk aktifitas
MICE lebih tinggi daripada pengeluaran wisata untuk kesenangan. Kedua, sebagian
besar pengeluaran tersebut lebih banyak terserap untuk biaya komoditas pertemuan
seperti sewa tempat dan biaya organisasi, yang berarti bahwa kemungkinan
memperoleh keuntungan dari added value lebih tinggi daripada jika sebagian besar
hanya digunakan untuk transportasi dan makanan. Ketiga, industri wisata berbasis
MICE tidak mengenal musim sehingga keuntungan dapat dioptimalkan sepanjang
tahun (Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015).

MICE sendiri menjadi pilihan yang rasional bagi Kota Semarang setidaknya
karena dua faktor. Pertama, kehidupan ekonomi Kota Semarang lebih banyak
didominasi oleh aktifitas bisnis perdagangan. Kota Semarang memiliki delapan
kawasan industri aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Banyaknya perusahaan di
Semarang tentunya juga berimplikasi pada kuantitas acara bisnis yang diselenggarakan
oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kedua, pusat atraksi dari aktifitas MICE adalah
acara bisnis yang diselenggarakan, dengan wisata kesenangan sebagai nilai tambah
dari paket yang ditawarkan. Dengan fokus yang lebih banyak tertuju pada
keikutsertaan di dalam acara bisnis, dapat mengkompensasi minimnya destinasi
pariwisata unggulan yang belum dikelola dengan baik. Sementara menjual keunggulan
komparatif di sisi pelayanan penyelenggaraan acara bisnis, pemasukan yang diperoleh
serta investasi yang masuk dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi objek-objek
wisata unggulan Kota Semarang.

Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah
Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program
“Semarang Pesona Asia (SPA)” yang bertujuan untuk memperkenalkan dan
membangun citra kota baik di level nasional maupun internasional guna mendorong

pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan
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pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran.
(Kementerian Sekretariat Negara, 2007).

Kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan melakukan revitalisasi terhadap
objek-objek wisata yang mengangkat budaya lokal, misalnya seperti Kelenteng Sam
Poo Kong, Kawasan Gang Baru, Kawasan Kota Lama, Gedung Lawang Sewu, hingga
Masjid Agung Jawa Tengah. Selain revitalisasi, pemerintah juga berupaya
menghidupkan kesenian lokal melalui festival yang diadakan, dua di antaranya adalah
festival Masjid Agung Jawa Tengah dan festival Sam Poo Kong (Kementerian
Sekretariat Negara, 2007). Dengan menggerakkan kehidupan ekonomi-pariwisata
lokal, selanjutnya pemerintah menegaskan misi dibentuknya program SPA dengan
diadakannya forum bisnis pengusaha yang bertujuan untuk mempromosikan Kota
Semarang (dan sekitarnya) kepada investor melalui acara tahunan yang dinamakan
sebagai Semarang Business Forum (Sem’Biz).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA
yang masih dipertahankan adalah Sem’Biz. Acara tahunan yang kini berada di bawah
koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan
khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka
meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem’Biz tidak hanya menjadi forum
promosi investasi di Kota Semarang saja tetapi juga mengajak kawasan hinterland
yang dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Inklusi wilayah Kedungsepur dalam forum Sem’Biz dilatarbelakangi
setidaknya oleh dua alasan. Pertama, wilayah Aub tidak akan berkembang tanpa ada
wilayah yang menjadi spoke, demikian juga sebaliknya. Pemahaman akan posisi
strategis Kota Semarang sebagai pengungkit investasi di region terefleksikan dalam
visi Sem’Biz, yaitu menjadikan kota tersebut sebagai trendmark investment policy di
Jawa Tengah (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Kedua, daya tarik bagi investor
untuk bergabung dalam forum ini juga akan lebih tinggi jika yang ditawarkan tidak
hanya kesempatan berinvestasi di Kota Semarang saja, melainkan kawasan Greater
Semarang yang telah terintegrasi dengan baik, minimal dari sisi infrastruktur

penunjang industri.
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Selanjutnya, forum Sem’Biz yang mempertemukan stakeholders bisnis dan
investasi mulai dari unsur pemerintah kota/kabupaten, instansi penanaman modal
kabupaten/kota, pelaku usaha (investor), asosiasi pengusaha/profesi, lembaga
keuangan, BUMN dan BUMD menghasilkan Lol sebagai bukti komitmen para
investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang dan sekitarnya (Pemerintah
Kota Semarang, 2014). Luaran forum dalam bentuk Lol tersebut yang kemudian
menjadi parameter untuk melihat keefektifan Sem’Biz dalam mempromosikan
perekonomian Greater Semarang yang berbasis potensi lokal.

Dikaitkan dengan potensi lokal sebagai daya tarik investasi dalam Sem’Biz,
sebagaimana disampaikan oleh Sita Dewi Pardhihastiwi, koordinator pelaksana
Sem’Biz di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu®, Kota Semarang secara aktif
mempromosikan potensi investasi properti terutama untuk revitalisasi kawasan Kota
Lama. Penawaran tersebut dilakukan karena banyak potensi properti yang terbengkalai
sementara pemerintah kota tidak memiliki cukup anggaran untuk mengelolanya. Hal
ini senada dengan temuan Setiadi dan Ma’arif (2009) mengenai isu utama Kota
Semarang yang salah satunya adalah banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang
tidak terawat.

Padahal di sisi lain, revitalisasi bangunan di kawasan Kota Lama merupakan
salah satu program yang harus diselesaikan jika pemerintah Kota Semarang memang
berkomitmen membangun citra sebagai kota MICE. Kawasan Kota Lama dapat
menjadi destinasi wisata pelengkap business event yang berlangsung, di mana nilai
jualnya yang paling tinggi adalah kemasan romantisme historis yang merupakan salah
satu modal sosial-kultural utama yang dimiliki oleh Kota Semarang. Meskipun
demikian, Sita menyatakan bahwa nyatanya sulit untuk menarik minat investor untuk
memasuki sektor ini karena rumitnya prosedur perizinan yang harus dimiliki sebelum
investasi bisa ditanamkan.

Terlepas dari kesulitan yang dialami oleh pemerintah Kota Semarang dalam
membangun destinasi wisata historis, Sem’Biz dapat dikatakan berhasil mendatangkan
investasi dalam kerangka pembangunan industri MICE. Selain sektor properti historis,
Pemerintah Kota Semarang secara agresif membuka peluang investasi properti dalam

bentuk hotel, hunian, maupun kawasan perkantoran terpadu. Sebagai contoh, dalam

? Wawancara dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada hari Rabu, 26
Oktober 2016.
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Sem’Biz tahun 2014, investasi yang terkumpul untuk bidang properti tersebut nilainya
mencapai Rp 2,93 triliun, lebih dari setengah dari total investasi yang diterima Kota
Semarang yaitu sebesar Rp 4,907 triliun (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Dari sisi
ini, dapat dilihat bahwa Sem’Biz sebagai salah satu forum bisnis investasi tidak lepas
dari ide besar arah pengembangan perekonomian Kota Semarang, yaitu sebagai pusat

industri, perdagangan, dan MICE yang unggul di level nasional maupun internasional.

3.3 Prototipe Paradiplomasi Kota Semarang

Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru
dalam hubungan internasional mendorong desentralisasi dalam praktek diplomasi.
Konsepsi diplomasi dalam konteks tradisional yang dibangun atas paradigma
hubungan antar negara dengan legitimasi kekuasaan berada di tangan pemerintahan
pusat mulai diperdebatkan lagi dengan munculnya aktor-aktor baru mulai dari
perusahaan multinasional (MNCs), organisasi non-pemerintah (NGOs), kelompok
epistemik, hingga individu yang dengan adanya globalisasi memiliki kapabilitas
politik maupun ekonomi yang dapat mempengaruhi konstelasi politik maupun
hubungan internasional. Perdebatan atas munculnya aktor baru dalam hubungan
internasional sendiri telah muncul di era 1970-an melalui “Transnational Relations
and World Politics” yang ditulis oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang mencoba
memprediksi peran perusahaan multinasional dalam konteks hubungan transnasional.?

Dalam perkembangannya, tren demokratisasi yang membawa ide tentang
desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi, sebagai unit
pemerintahan di bawah negara. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara
mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah
daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam
menjawab kebutuhan lokal juga berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi
tradisional. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki,
selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi
melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Fenomena yang oleh Rodrigo Tavares (2016) disebut sebagai “desentralisasi

kerjasama (internasional)” ini memunculkan kemungkinan akan terjadinya diplomasi

? Lihat Keohane R. dan Nye J. Transnational Relations and World Politics (Cambridge: Harvard
University Press, 1973).
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yang dilakukan juga oleh aktor-aktor di bawah negara, termasuk di antaranya adalah
pemerintah daerah. Meskipun terdapat keleluasaan yang lebih besar dalam tata kelola
pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 menjadi batasan
independensi pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi kerjasama di level
global, karena kekuasaan dalam politik luar negeri masih menjadi otoritas absolut
pemerintah pusat (Fathun, 2016, 80).

Meskipun demikian, UU No. 37 Tahun 1999 1999 tentang Tata Cara
Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
Peraturan Menlu RI No. 09/A/KP/XI1/2006, Permendag No. 3 Tahun 2008,
Permendag No. 74 Tahun 2012 dapat menjadi landasan legal dan teknis pemerintah
daerah dalam menjalin hubungan transnasional dengan aktor-aktor global lainnya.
Berdasarkan wewenang terbatas yang dimiliki, pemerintah daerah dapat membuat
dokumen legal yang berfungsi sebagai landasan kerjasama global dalam bentuk
Memorandum of Understanding atau Letter of Intent (Lol) (Fathun, 2016, 81).
Diaturnya kemungkinan penggunaan dua instrumen tersebut dalam konteks hubungan
transnasional yang dijalin oleh pemerintah sub-nasional dapat dilihat sebagai bentuk
akomodasi dan solusi negara terhadap dinamika yang terjadi, yang mana sering kali
tidak dapat direspon secara efektif dan efisien oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya konseptualisasi
fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di
level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin
ditekankan. Dengan kata lain, “subnational foreign affairs”, “subnational foreign
policy”, “sub-state diplomacy”, “multi-layered diplomacy”, “constituent diplomacy”,
“local diplomacy”, “local foreign policy”, “regional diplomacy”, “plurinational
diplomacy”, “post-diplomacy”, “micro diplomacy”, “foreign policy localization”,
“catalytic diplomacy”, hingga “paradiplomacy” (Tavares, 2016; Kuznetsov, 2015)
yang ditemukan dalam kajian literatur secara pragmatis dapat dikatakan merujuk pada
fenomena yang sama. Selanjutnya dalam pembahasan ini, istilah diplomasi lokal akan

digunakan secara bergantian dengan paradiplomasi. Sementara diplomasi lokal lebih
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menekankan pada aktor yang melakukan diplomasi, paradiplomasi lebih
menitikberatkan fokus pada relasi paralelnya® dengan diplomasi konvensional.

Dengan mengambil fokus kepada relasi, selanjutnya tulisan ini menggunakan
definisi yang disampaikan oleh A. Kuznetsov (2015), yang menyatakan bahwa
paradiplomasi adalah “a form of political communication for reaching economic,
cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-
sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-
governmental actors”. Dalam definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat tujuan
dari dilakukannya paradiplomasi, yaitu perolehan ekonomi, politik, atau keuntungan
yang lainnya. Hal ini berkorelasi dengan layers of paradiplomacy yang ditawarkan
oleh André Lecours (2008).

Lapisan pertama berkaitan dengan isu ekonomi, di mana pemerintah sub-
negara bertujuan untuk membangun eksistensi internasional dalam rangka menarik
investasi dan perusahaan asing serta membuka pasar ekspor yang baru. Tidak ada
tujuan yang lain dari paradiplomasi lapis pertama ini selain fungsi kompetisi ekonomi
global. Lapisan kedua dari paradiplomasi merupakan aktifitas komunikasi yang lebih
intens dari lapis pertama, di mana interaksi yang terjalin tidak lagi hanya sebatas
fungsi ekonomi tetapi juga telah merambah ke kerjasama untuk peningkatan hubungan
people to people di level akar rumput dalam bidang budaya, pendidikan, teknologi, dll.
Lapisan ketiga dari paradiplomasi memiliki tujuan politik dengan mengadvokasi
identitas lokal di level internasional, yang mungkin berbeda dengan persepsi hasil
konstruksi pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah sub-negara mencoba
membangun hubungan internasional yang dapat mendukung perbedaan budaya,
otonomi politik, serta karakter dari komunitas yang diwakilinya (Lecours, 2008, 2-4).

Dari ketiga lapis tersebut, dapat ditarik satu benang merah bahwa apapun yang
menjadi dasar dan bagaimanapun pola paradiplomasi, tujuan utamanya adalah menarik
perhatian masyarakat global terhadap keunikan region sehinga layak untuk
dimasukkan dalam peta global. Dalam konteks ini, paradiplomasi berupaya mengubah
terra incognita menjadi tempat yang menarik dengan potensi maupun permasalahan
yang dimilikinya (Sergunin & Joenniemi, 2014, 1). Meskipun demikian, perlu

dipahami bahwa meningkatnya paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-

* Istilah “paradiplomasi” sendiri muncul pertama kalinya pada tahun 1980-an dalam tulisan Ivo Duchaek
dan Panayotis Soldatos yang menggabungkani kata “parallel” dan “diplomacy”. (Tavares, 2016, 7)
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negara yang difasilitasi oleh kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan
transportasi juga memunculkan permasalahannya tersendiri.

Semakin banyak pemerintah sub-negara yang memotong jalur diplomasi
tradisional dapat menimbulkan permasalahan vertikal maupun horizontal. Salah satu
permasalahan dengan dimensi horizontal adalah timbulnya noise dalam arena
diplomasi global, di mana semakin banyak aktor yang masuk dengan segala macam
proposal, semakin banyak informasi yang beredar sehingga sulit untuk fokus dalam
memilih region mana yang benar-benar prospektif dalam mewujudkan tujuan awal
dilakukannya paradiplomasi. Di sisi lain, pemerintah sub-negara perlu efisien dalam
memanfaatkan sumber daya yang terbatas sehingga perencanaan stategis harus
dilakukan jika tidak mau paradiplomasi yang dilakukan hanya berhenti di tahap
seremonial. Oleh karena itu, pemerintah sub-negara selain perlu menyiapkan proposal
kerja sama yang memahami dan menonjolkan keunikan potensi lokal, juga perlu
berpikir strategis dalam mencari partner.

Menyadari pentingnya paradiplomasi bagi kemajuan daerah di era globalisasi,
pemerintah Kota Semarang tidak dapat memungkiri urgensi memperkuat modalitas-
modalitas lokal sebagai modal utama dalam mempromosikan wilayahnya di arena
global. Kesadaran akan peluang akses komunikasi yang dibuka melalui arus
globalisasi dan pemahaman akan potensi lokal Kota Semarang yang berdiri dan
berkembang sebagai pusat bisnis perdagangan mendorong munculnya skema kebijakan
publik yang berbasis pada MICE, dengan Sem’Biz sebagai salah satu program
pendukungnya.

Meskipun belum sepenuhnya menyasar partner-partner global, Sem’Biz telah
memiliki kerangka yang mencukupi untuk dijadikan metode paradiplomasi bagi
pemerintah Kota Semarang (dan sekitarnya). Sebagaimana tujuan besar dari
paradiplomasi itu sendiri, yaitu membuat terra incognita agar masuk dalam radar
global, Sem’Biz telah menjadi prototipe bagi metode yang efektif karena mampu
menempatkan serta mengokohkan posisi Kota Semarang dan Greater Semarang dalam
peta bisnis nasional. Nilai investasi yang masuk dari investor-investor nasional dan
pergerakan ekonomi yang mengikutinya menjadi bukti nyata atas keefektifan

komunikasi yang dilakukan antar stakeholders. Dalam forum tersebut juga, masing-
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masing pemerintah kota/kabupaten telah mampu mengidentifikasi potensi lokal yang
layak ditawarkan kepada kalangan investor.

Dengan menggunakan UU No. 37 Tahun 1999 1999 tentang Tata Cara
Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
Peraturan Menlu RI No. 09/A/KP/XI1/2006, Permendag No. 3 Tahun 2008, serta
Permendag No. 74 Tahun 2012, Pemerintah Kota Semarang dapat membuat MoU atau
Lol untuk menangkap akses dan peluang yang ditawarkan globalisasi dalam kerangka
paradiplomasi. Praktik tersebut nyatanya sudah dilakukan dalam Sem’Biz dengan
menerbitkan Lol atas perjanjian investasi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.
Dari Lol yang disepakati, Kota Semarang memperoleh keuntungan ekonomi berupa
arus modal yang masuk guna membangun perekonomian lokal. Dari pergerakan
aktifitas ekonomi tersebut, selanjutnya pemerintah dapat memenuhi kewajibannya
mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, perbaikan fasilitas perkotaan,
hingga peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai
dampak dari peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam konteks ini, Sem’Biz sebagai prototipe paradiplomasi Kota Semarang
telah menunjukkan bahwa desentralisasi kerjasama (nantinya diharapkan menjadi
kerjasama internasional) mampu melengkapi diplomasi pemerintah pusat dalam
mempromosikan potensi lokal untuk kegiatan bisnis dan investasi bagi para investor
asing. Keterbatasan pemahaman diplomat Republik Indonesia akan informasi potensi
lokal yang komprehensif dan terbarui dari masing-masing wilayah telah dijawab
dengan munculnya aktor-aktor sub-negara baik dari provinsi, kawasan terikat, hingga
kota/kabupaten dalam ranah diplomasi global. Kemunculan aktor-aktor ini tidak saja
menawarkan ketersediaan informasi potensi lokal yang memadai, tetapi juga mampu
memberikan pemahaman akan permasalahan yang sebenarnya terjadi di daerah,
sebagai jawaban akan pendekatan Jakarta-sentris yang seringkali bias dalam
memandang permasalahan daerah.

Dengan kata lain, prototipe paradiplomasi melalui Sem’Biz merupakan apa
yang disebut Lecours sebagai paradiplomasi lapis pertama yang berfokus pada utilitas
dalam kompetisi ekonomi. Dikaitkan dengan visi Sem’Biz yang berupaya menjadikan
Kota Semarang sebagai trendmark investment policy di Jawa Tengah, maka aktifitas

diplomasi yang nantinya berlangsung hanya akan menyasar keterpenuhan kepentingan
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ekonomi daerah dalam bentuk investasi guna menyelesaikan permasalahan berupa
keterbatasan kemampuan akumulasi kapital di level region bahkan nasional.
Akumulasi kapital ini menjadi penting untuk disolusikan karena kunci dari
pengembangan potensi lokal adalah dengan memiliki ketercukupan modal finansial.
Diharapkan dengan memiliki kecukupan modal dalam pembangunan, Kota Semarang
tidak akan jauh tertinggal dengan ibu kota provinsi lain di Pulau Jawa sehingga
sebenar-benarnya dapat merealisasikan slogan “Semarang Setara”.

Permasalahan seperti dalam kasus pengelolaan aset-aset properti bernilai
historis di Kota Semarang menjadi salah satu contoh signifikansi (para) diplomasi
yang baik dengan partner-partner global. Dalam kasus ini, terdapat nilai-nilai sosial-
budaya lokal yang dapat diadvokasi guna menumbuhkan sentimen, misalnya dengan
menggunakan justifikasi konservasi cagar budaya atau arsitektur bersejarah. Dua
justifikasi tersebut masih sulit untuk diadvokasi di level nasional, oleh karena itu
globalisasi yang menawarkan akses komunikasi langsung dengan aktor-aktor global
merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk menjadi solusi dalam kasus
ini.

Dari paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang telah
memiliki modal dalam membangun paradiplomasinya. Dua modal yang paling utama
adalah sosial-budaya berupa identitas kultural sebagai kota melting pot yang
mengalami akulturasi dan asimilasi dengan budaya pendatang. Di satu sisi, modal ini
sendiri saja sudah dapat menjadi atraksi untuk pengembangan industri pariwisata
berorientasi MICE yang memang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Di
sisi lain, nilai-nilai historis dan budaya yang terendogensiasi dalam tangible maupun
intangible culture mampu menjadi romantisme yang mampu menumbuhkan sentimen
dari aktor-aktor parner paradiplomasi karena adanya ikatan kultur dalam konteks
diaspora maupun keselarasan pemahaman akan nilai-nilai universal yang perlu
dipertahankan.

Unsur kedua berupa modalitas ekonomi berkenaan dengan potensi-potensi
lokal baik berupa sumber daya alam maupun non-sumber daya alam yang bernilai
ekonomis sebagai bagian dari frade-off negosiasi paradiplomasi yang dilakukan. Di
satu sisi, pemerintah Kota Semarang dan sekitarnya membutuhkan investasi yang

nyatanya hanya dapat diperoleh dari luar wilayah mereka. Dengan adanya globalisasi
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yang membuka peluang terjalinnya kontak langsung dengan aktor-aktor negara
maupun sub-negara di belahan dunia lain dapat menjadi alternatif sumber investasi,
bahkan dengan kekuatan kapital yang lebih besar daripada hanya mengandalkan
akumulasi kapital dalam negeri. Di sisi yang lain, partner potensial ini harus mendapat
jaminan bahwa potensi lokal yang ditawarkan juga memiliki prospek profitablitilas

yang sesuai dengan resiko investasi.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Semarang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Jawa Tengah.
Sebagai ibu kota provinsi, Semarang menawarkan banyak hal dalam berbagai aspek.
Salah satu hal yang paling menonjol dari Semarang adalah lokalitas yang dimiliki.
Seperti telah disinggung sebelumnya, lokalitas merupakan salah satu langkah paling
tepat dalam memajukan kota. Globalisasi yang melenyapkan sekat-sekat pemisah
antara negara dan kota membuat cirri khas lokal terancam, namun tidak bagi lokalitas
Semarang.

Kearifan lokal Semarang yang tergambar dari berbagai nilai budaya melalui
festival lokal menunjukkan potensi dari lokalitas Semarang yang mampu membawa
Semarang maju sejauh ini. Pemerintah Kota Semarang sebagai stake holder utama
terbilang jeli dalam menangkap dan memaksimalkan potensi lokalitas yang ada.

Berbagai jenis festival kebudayaan dan upaya penajaman lokalitas telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kot Semarang. Beberapa upaya yang paling menonjol
antara lain pencanangan Sem Biz dan Semarang Pesona Asia yang diimplementasikan
pada periode kepemimpinan Wali Kota Sukawi. Kedua hal tersebut menjadi tonggak
bangkitnya lokalitas kota Semarang dalam menantang arus globalisasi dan bertahan
dalam terpaan modernisasi. Semarang berhasil tampil sebagai kota yang sukses
mempertahankan lokalitas sebagai cara utama dalam memajukan kota.

Diplomasi lokal memberikan dimensi baru dalam mengakomodir kebutuhan
akan aktualisasi lokalitas. Lokalitas dan Paradiplomacy merupakan satu kesatuan yang
memberikan jalan bagi majunya pembangunan Kota Semarang. Paradiplomacy
menyediakan ruang dan jalan bagi pemerintah lokal untuk menginisiasi dan
melaksanakan diplomasi melintasi batas globalisasi. Diplomasi konvensional yang
harus melibatkan pemerintah pusat tidak lagi menjadi keharusan, mengingat daerah
yang paling memahami potensi dari lokalitas mereka sendiri.

Paradiplomacy juga memberikan alternative bagi daerah dalam membangun

wilayah masing-masing. Usaha untuk menjalin kemitraan sister city menjadi salah satu
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contoh baik bagaimana daerah diberikan kebebasan untuk memaksimalkan lokalitas

masing-masing dan menggunakannya sebagai sarana memajukan potensi daerah.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Semarang sejauh ini nampak
membuahkan hasil positif. Kota Semarang tampil sebagai kota yang mengemuka
dalam kaitannya dengan kondisi regional Jawa Tengah. Status Kota Semarang sebagai
ibukota Provinsi Jawa Tengah membuat setiap langkah strategis Kota Semarang
menjadi cerminan bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah pula. Dengan demikian,
kemajuan Kota Semarang menjadi nilai plus bagi pembangunan dan pengembangan
lokalitas Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti Jawa Tengah
mampu tampil mengemuka dalam melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh Kota
Semarang. Oleh karena itu, keberhasilan Kota Semarang dalam memajukan
lokalitasnya menjadi inspirasi bagi terbukanya kesempatan bagi inisiasi lokalitas Jawa

Tengah.

4.2 Saran
1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

a. Pemerintah Kota Semarang seyogyanya merawat dan memastikan
keberlanjutan dari penggalian nilai-nilai lokalitas Semarang.

b. Pemerintah Kota Semarang seyogyanya berkoordinasi lebih baik
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penggalian nilai-nilai
lokalitas Semarang dapat berjalan secara koheren dan sinergis.

2. Bagi penelitian selanjutnya

a. Penelitan ini masih terbatas pada bagaimana proses Kota Semarang
menginisiasi lokalitas setempat melalui Paradiplomacy. Selayaknya
penelitian  berikutnya mampu menganalisis bagaimana proses
implementasi berjalan.

b. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup periode kepemimpinan
di masa lampau. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dapat
menawarkan pandangan bagaimana periode sekarang melanjutkan

usaha menggali lokalitas Kota Semarang.
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4 2009 Menakar Good Governance di Forum FISIP
Pemerintahan SBY — Boediono Universitas
2009 — 2014 Diponegoro
5 2009 Keterpurukan Pemilu DPD, 2009 Suara Merdeka

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan penelitian dan apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang, 8 Nopember 2016
Ketua Tim Pengusul,

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si
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I11. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No | Tahun Judul Penelitian Ketua/ Sumber Dana
Anggota | Jumlah (RP.)
1. 2014 Fenomenologi Calon Legeslatif Ketua DIPA FISIP
Yang Depresi Karena Kalah Dalam Undip
Pemilu 2014
2. 2013 Peran Pemerintah Provinsi Jawa Ketua DIPA FISIP
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Perlindungan Preventif Terhadap
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Akan Diberangkatkan ke Luar
Negeri
3. 2011 Politisasi Anggaran Jelang Pilkada | Ketua DIPA FISIP
(Studi Kebijakan dan Penggunaan Undip
APBD Kabupaten Blora Pada
Pilkada 2010)
IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Tahun Judul Penelitian Ketua/ Sumber Dana
Anggota Jumlah (RP.)
1. [2014 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketua DIPA FISIP
Pengolahan Samoah Anorganik di Undip
Kelurahan Tandang Kota Semarang
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3. 2012 Pengabdian Masyarakat Anggota DIPA FISIP
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V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun teakhir)

No Tahun Judul Artikel Penulis Nama Terakreditasi
Utama/ Jurnal,Vol. | /
Anggota | No,HIlm Belum
terakreditasi
1. | 2011 Intensitas Perpindahan Partai Penulis Politika, Belum
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Partai 83)
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14, No. 2 Tahun 2015
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Gambar 2.1
Kota Semarang sebagai Venice Van Java

Jembatan Berok di Kampung Melayu ‘ Rumah Pengasapan Ikan
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Festival Perahu Warah di Banjir Kanal Barat Kota Semarang

Sumber: http://semarangkota.go.id/
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